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ABSTRAK
Perkembangan dalam bidang perekonomian telah merambah dalam semua sisi kehidupan, tidak terkecuali bidang hukum. Setelah beberapa waktu lalu untuk pertama kalinya pasal Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan diterapkan pada kasus terhambatnya proses likuidasi. Namun yang menjadi permasalahan adalah terhadap konsekuensi yuridis mengenai terhambatnya Proses Likuidasi menurut Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) jo. Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan penerapan Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan kepustakaan. Data yang telah didapat kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dan komparatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif berdasarkan studi dokumen, di samping memperhatikan teknik dalam pengumpulan data.
Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengatur mengenai larangan menghambat proses likuidasi, dan Pasal 50 Undang-Undang No.24 Tahun 2004 yang mengatur mengenai sengketa proses likuidasi. Jika hanya mengacu pada rumusan pasal tersebut maka sangat sulit untuk menetukan perbuatan mana yang dapat dikategorikan perbuatan menghambat proses likuidasi dan mana yang merupakan sengketa proses likuidasi. Alat bukti selama ini dipahami sebagai sesuatu yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus perkara. Berbeda dengan barang bukti yang hanya berfungsi untuk menambah keyakinan hakim dalam memeriksa perkara. Masalah tersebut sekiranya dapat diatasi dengan bersandarkan pada unsur-unsur tidak pidana, asas-asas hukum, teori tindak pidana, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.
Kata Kunci :	Terhambatnya Proses Likuidasi, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004.

ABSTRACT
Economic development has been penetrating every aspect of life, including the law. After a while ago, The Act on Deposit Insurance Corporation was applied to the case of obstructing the liquidation process for the first time. However, the problem is the legal consequences as regards obstructing the liquidation process according to The Act on Deposit Insurance Corporation jo. Limited Liability Company, and the application of Article 95 clause (1) jo Article 47 clause (3) of The Act on Deposit Insurance Corporation.
The methods used in this research is the normative juridical approach, is a legal research which uses theory/conceptual and analytical approach that belongs to the dogmatic sciences of law. Stage performed in this research are library research and field research. The data collection techniques in this research done by literature studies and library research. The data obtained in this research is then analysed by comparative and qualitative juridical, in the sense that all the data obtained and analysed qualitatively based on literature studies, in addition to observe the data collection techniques.
Article 95 clause (1) jo Article 47 clause (3) The Law of Republic of Indonesia Number 24 year 2004 concerning Deposit Insurance Corporation that governs the prohibition of obstructing the liquidation process, and Article 50 The Law of Republic of Indonesia Number 24 year 2004 that governs the dispute in the liquidation process. If only refers to the article, it is very difficult to determine which one is categorized as impeding the liquidation process and which one is dispute in the liquidation process. The evidence has been understood as something that is used by the judges as a basis to decide the case. Differed from the exhibit law that only serves to increase the confidence of the judges in examining cases. The problem can be overcome by relying on the elements of criminal act, legal principles, the theory of criminal act, and The Law of The republic of Indonesia Number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company.
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